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ABSTRAK
Nama : Ratnawati
Nim : 10500112028
Semester : VII ( Tujuh )
Fak/Jur : Syari’ah & Hukum / Ilmu Hukum
Judul : Peran Reserse Dalam Kepolisian Untuk Mengungkap
Kasus Pencurian Motor “Curanmor” Di Kabupaten
Gowa (Tinjauan Kriminologis)
Skripsi dengan judul Peran Reserse dalam Kepolisian untuk
mengungkap kasus pencurian motor “Curanmor” di Kabupaten Gowa (Tinjauan
Kriminologis) ini dibuat dengan tujuan untuk: 1) Mengetahui tugas dan
kewenangan reserse dalam kepolisian menurut hukum dan perundang-undangan
2) Mengetahui penanganan polisi dalam mengungkap kasus pencurian motor
“curanmor” di  Kabupaten Gowa. 3) mengetahui faktor Pendukung dan
penghambat dalam Penanganan Kasus Pencurian Motor “Curanmor” di
Kabupaten Gowa.
Pembahasan skripsi ini penulis menggunakan Pendekatan sosiologis dan
Kriminologi. Adapun sumber data dalam penelitian ini bersumber dari bahan
hukum primer dan sekunder. Penelitian ini tergolong kualitatif, dengan
menggunakan data berupa wawancara langsung dan dokumen.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua Upaya yang dilakukan
oleh Kepolisian dalam Penanganan Kasus Pencurian Motor “Curanmor” Di
Kabupaten Gowa yaitu Upaya preventif (pencegahan) dan Upaya Represif.
Upaya-upaya tersebut antara lain: Melaksanakan Patroli-Patroli, Melakukan
Sweeping, dan Memperbanyak informen. Kemudian dalam penanganan kasus
pecurian motor “curanmor” di Kabupaten Gowa, pihak kepolisian mempunyai
Kendala-kendala dan faktor penghambat yang dihadapi antara lain: Kurangnya
informasi dari masyarakat, Barang hasil curian (motor) sudah tidak sesuai aslinya
dan tidak dijual secara utuh, Jaringan pelaku yang sudah sangat luas, dan tidak
diketahuinya identitas pelaku, serta Jumlah Personil aparat Kepolisian dalam hal
ini reserse yang kurang memadai, namun selain itu ada juga faktor pendukungnya
antara lain: Adanya partisipasi dari beberapa pihak seperti masyarakat dan
polsek. Lalu dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus
pencurian motor “curanmor” di Tahun 2015 ada 277 dan yang berhasil diungkap
oleh aparat kepolisian hanya 39 kasus.
Implikasi atau tujuan dari penelitian ini diharapkan perhatian dan
penanganan terhadap kasus pencurian motor “curanmor” yang terjadi secara lebih
serius, komprehensif, dan terencana dari semua lembaga pemerintahan khususnya
bagi aparat kepolisian dan juga perlu adanya penjatuhan sanksi yang lebih berat
terhadap pelaku pencurian motor “curanmor” di Kabupaten Gowa sehingga ada
efek jera khususnya bagi residivis dalam kasus pencurian motor “curanmor”
sehingga pelaku bisa berpikir berulang kali ketika ingin melakukan kejahatan.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada zaman modern sekarang ini, pertumbuhan dan perkembangan manusia
seakan tidak mengenal batas ruang dan waktu karena didukung oleh derasnya arus
informasi dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Penemuan
baru dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi akan membawa pengaruh
langsung terhadap pandangan hidup manusia, yang akhirnya dapat merubah cara
hidup manusia.
Perubahan-perubahan ini terjadi seiring dengan timbulnya kepentingan-
kepentingan baru untuk kelangsungan hidupnya, sehingga sering kali banyak orang
yang melakukan kejahatan hanya untuk memenuhi kepentingan-kepentingannya
dalam kelangsungan hidupnya. Kualitas dan kuantitas kejahatan tersebut semakin
meningkat dengan cara para pelaku kejahatan yang lebih bervariasi dan semakin
canggih. Dengan demikian, peran aparat kepolisian sangat diperlukan oleh
masyarakat dalam menanggulangi semua jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat
yang sangat merugikan masyarakat selaku korban.
Namun, dalam kenyataannya masih banyak ditemui aparat  kepolisian belum
melaksanakan apa yang telah dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002 tersebut, dan seringkali masyarakat harus merasakan kekecewaan.
2Ketika kasus pencurian yang menimpanya sudah dilaporkan ke aparat penegak
hukum dalam hal ini kepolisian tetapi kasus pencurian tersebut tidak ditindaklanjuti
oleh aparat penegak hukum. Padahal di dalam Undang-Undang No 2 tahun 2002
tentang Kepolisian sudah sangat jelas dicantumkan tentang tugas dan kewenangan
kepolisian. Dimana kepolisian harus melayani dan mengayomi masyarakat.
Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa
seizin pemilik. Pencurian ini pada dasarnya telah diatur di dalam KUHP. Pencurian
juga meliputi benda yang bergerak atau pun benda yang tidak dapat bergerak. Pada
mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan
dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP
adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed). Benda-benda tidak
bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap
dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan
bergerak, ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya
dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak
serta berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat
berpindah sendiri atau dapat dipindahkan.1
Jika di dalam peraturan perundang-undangan, seorang pencuri harus
mendapatkan sanksi atas perbuatannya maka begitu juga di dalam Al-Qur’an. Adapun
pencuri, maka wajib untuk dipotong  tangan kanannya berdasarkan Al-Kitab (Al-
Qur’an). Allah swt telah berfirman QS  Al-Maidah/5: 38-39.
1KUHPerdata Pasal 509
3 * ٌﻢﯿِﻜَﺣ ٌﺰﯾِﺰَﻋ ُ ﱠﷲَو ِ ﱠﷲ َﻦِﻣ ﻻﺎََﻜﻧ َﺎﺒَﺴَﻛ ﺎَِﻤﺑ ًءاَﺰَﺟ ﺎَُﻤَﮭﯾِﺪَْﯾأ اﻮَُﻌﻄْﻗَﺎﻓ َُﺔﻗِرﺎ ﱠﺴﻟاَو ُقِرﺎ ﱠﺴﻟاَو ُظ ِﺪَْﻌﺑ ْﻦِﻣ َبَﺎﺗ ْﻦََﻤﻓ ِﮫِﻤْﻠ
 ٌﻢﯿِﺣَر ٌرُﻮﻔَﻏ َ ﱠﷲ ﱠِنإ ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُبُﻮَﺘﯾ َ ﱠﷲ ﱠِنَﺈﻓ ََﺢﻠَْﺻأَو
Terjemahnya:
“Adapun Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai
siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tetapi barang
siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka
sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya, Allah Maha
Pengampun, Maha Penyayang” 2
Lafal al-Sariq(قرﺎﺴﻟا)merupakan bentuk isim fa‘il yang dapat dipahami dan
memberi kesan yang bersangkutan telah berulang-ulang kali melakukan pencurian.
Hal ini berarti orang yang melakukan pencurian baru sekali atau dua kali dalam artian
bukan sebagai profesinya tidak termasuk dalam ayat ini. Pada hakikatnya Allah swt.,
memiliki sifat gafur yaitu maha pengampun akan tetapi jika seorang tersebut tidak
kunjung kembali bertaubat kepada Allah swt., maka Allah akan membuka aib orang
tersebut. Dan redaksi ayat yang juga menyebutkan wanita yang berprofesi sebagai
pencuri, hal ini dikemukakan untuk menghapus paham Jahiliyah yang tidak
menjatuhkan hukuman bagi wanita pencuri karena tidak memiliki hak kemanusiaan.3
Jadi disini menurut QS  Al-Maidah/5: 38-39 menjelaskan bahwa setiap
pencuri baik laki-laki maupun perempuan wajib diberikan sanksi sebagai ganjaran
dari perbuatannya yaitu hukuman potong tangan sehingga dia tidak lagi mau
mengulangi perbuatannya. Kemudian disini juga dijelaskan bahwa seorang pencuri
2Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,
2013), h.114
3M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Jilid III (Cet.
V; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 112-113.
4yang ketika ingin bertaubat atau memohon ampun kepada Allah atas segala perbuatan
yang telah dilakukan maka niscaya allah akan menerima taubatnya sebab
sesungguhnya allah maha pengampun dan maha penyayang serta maha menerima
taubat bagi orang yang bersungguh-sungguh bertaubat.
Salah satu implikasi hukum yang diberlakukan ketika ada kasus pencurian
ditemukan pada masa Rasulullah saw., adalah potong tangan.
 ِ ﱠﷲ ِﺪْﺒَﻋ ْﻦَﻋ ،َﺮَﻤُﻋ ِﻦْﺑ ِ ﱠﷲ ِﺪْﺒَﻋ َﻰﻟْﻮَﻣ ،ٍِﻊﻓَﺎﻧ ْﻦَﻋ ،ٍَﺲَﻧأ ُﻦْﺑ ُِﻚﻟﺎَﻣ ﻲَِﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ،ُﻞﯿِﻋﺎَﻤِْﺳإ َﺎَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ ِﻦْﺑ ُ ﱠﷲ َﻲِﺿَر َﺮَﻤُﻋ
 َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫَْﯿﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِ ﱠﷲ َلﻮُﺳَر ﱠَنأ ،ﺎَُﻤﮭْﻨَﻋ» َﻢِھاَرَد َُﺔَﺛﻼَﺛ ُُﮫﻨََﻤﺛ ﱟﻦَﺠِﻣ ِﻲﻓ َﻊَﻄَﻗ « :ُﺚْﯿﱠﻠﻟا َلَﺎﻗَو َقﺎَﺤِْﺳإ ُﻦْﺑ ُﺪ ﱠﻤَﺤُﻣ ُﮫََﻌﺑَﺎﺗ
 ُُﮫﺘَﻤِﯿﻗ ٌِﻊﻓَﺎﻧ ِﻲَﻨﺛ ﱠﺪَﺣ4
Artinya:
Ismail telah menceritakan kepada kami, Malik bin Anas telah menceritakan
kepadaku dari Nafi‘ tuan ‘Abdullah bin ‘Umar dari ‘Abdullah bin ‘Umar
r.aha. sesungguhnya Rasulullah saw., telah menghukum potong tangan
terhadap seseorang yang mencuri sebuah perisai seharga tiga dirham.
Pada suatu peristiwa Sayyidina ‘Umar bin Khattab menegaskan bahwa dia
lebih suka keliru tidak menjatuhkan sanksi hukum karena adanya dalil yang
meringankan daripada menjatuhkannya secara keliru padahal ada dalil yang
meringankannya. Inilah sebabnya dia tidak menjatuhkan sanksi bagi yang mencuri
pada masa krisis atau peceklik karena keputusannya mengandung kemaslahatan yang
lebih. Namun, hal ini bukan berarti seorang pencuri tidak diberikan sanksi tapi hukum
yang ditegakkan diistilahkan dengan ta’zir yaitu hukuman yang lebih ringan  dari
4Muhammad bin Isma‘il Abu ‘Abdullah al-Bukhari al-Ju‘fi, Sahih al-Bukhari, Juz VIII (Cet.
I; t.tp.: Dar Tuq al-Najah, 1422 H), h. 161.
5hukuman yang ditetapkan bila bukti pelanggaran cukup kuat.Ta’zir dapat dilakukan
berupa hukuman penjara atau apa saja yang dinilai wajar oleh yang berwenang.5
Kemudian di dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Muhammad bin
Isma‘il Abu ‘Abdullah al-Bukhari al-Ju‘fi juga dijelaskan bahwa seorang pencuri itu
harus dipotong tangannya sebagai balasan dari perbuatannya tetapi di dalam hadist
tersebut lebih terperinci dijelaskan tentang batas curian seorang pencurian yang bisa
diberikan hukuman potong tangan yaitu  seharga tiga dirham.
Kemudian sesuai yang kita lihat dari berbagai pemberitaan di media massa
baik televisi maupun media cetak, salah satu kejahatan yang paling meresahkan
masyarakat saat ini adalah pencurian terutama pencurian kendaraan bermotor
“curanmor”. Dengan kasus meresahkan ini, masyarakat dalam hal ini korban
pencurian motor menaruh harapan besar terhadap aparat kepolisian untuk
mengungkap kasus pencurian tersebut secara tuntas. Sebab sudah banyak teknik atau
cara pencurian motor yang dilakukan oleh pencuri yang sulit dideteksi oleh aparat
kepolisian. Misalnya dengan mengubah identitas kendaraan bermotor itu sedemikian
rupa sehingga barang curian tersebut seolah-olah bukan barang curian lagi. Tetapi
disini peran reserse dalam mengungkap kasus pencurian motor tersebut sangatlah
kurang atau belum maksimal. Sebab realitanya, dari sekian banyak masyarakat yang
melapor ke pihak kepolisian tentang kasus pencurian motor yang menimpanya maka
hanya sebagian kecil yang ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Dan seringkali juga
5M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Jilid III, h.
114.
6ada kasus pencurian motor yang ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian tetapi tidak
diungkap secara tuntas.
Sekarang dengan semakin canggihnya pelaku kejahatan pencurian kendaraan
bermotor dalam menghapus jejak barang bukti, maka sangat diperlukan peran aparat
kepolisian dalam menindaklanjuti kasus pencurian tersebut dan sudah seharusnya
bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan
penyelidikan, sehingga bisa ditemukan asal usul kejahatan yang sebenarnya.
Contoh kasus (Wawancara langsung dengan masyarakat korban pencurian
motor “curanmor”) di kampung Biringkaloro kel. Tetebatu kec. Pallangga, pada
tanggal 15 Desember 2015 pukul 16.00 wita seorang warga atas nama Marawiya Dg
Ratang mengaku telah kehilangan motornya dan telah melapor ke aparat kepolisian
tentang kasus pencurian yang dialaminya tetapi apa yang terjadi, ternyata aparat
kepolisian hanya menerima laporan dari masyarakat korban pencurian tersebut tetapi
tidak ada tindak lanjut dari mereka.6 Jadi disinilah sangat diperlukan kerjasama dan
peran reserse untuk mengungkap kasus tersebut. Sebab ketika ada kerjasama yang
terjalin antara penegak hukum dalam hal ini kepolisian dan masyarakat korban maka
kejahatan pasti bisa diatasi.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus penelitian
6 Wawancara langsung dengan warga kampung Biringkaloro kel. Tetebatu kec. Pallangga
kab. Gowa pada tanggal 15 Desember 2015 pukul 16.00 wita.
7Fokus penelitian adalah menganalisis Peran reserse dalam kepolisian
untuk mengungkap kasus pencurian motor “curanmor” di Kabupaten Gowa.
2. Deskripsi fokus
Adapun judul penelitian ini adalah Peran Reserse dalam Kepolisian
Untuk Mengungkap Kasus Pencurian Motor “curanmor” di Kabupaten
Gowa (Tinjauan Kriminologis). Agar tidak terjadi salah penafsiran
terhadap judul yang dimaksud, maka dijelaskan sebagai berikut:
a. Reserse dalam hal ini adalah salah satu dari fungsi kepolisian yang
bertugas untuk melakukan penyidikan. Di dalam bagian reserse ada
yang di namakan reserse kriminal. Reserse kriminal merupakan
bagian reserse yang menyidik seseorang yang melakukan tindak
pidana kriminalitas antara lain : 1) Pencurian dengan kekerasan. 2)
Pencurian dengan pemberatan. 3) Pembunuhan. 4) Pemerkosaan. 5)
Penganiayaan.
b. Pencurian. Pencurian yang dibahas dalam skripsi ini adalah Pencurian
dalam Pasal 362-365 KUHP.
Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di
atas rel.7
7 Peraturan Pemerintah  No. 80 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 1, tentang Tata Cara Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
8c. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan
dari berbagai aspek.8
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, dapat diajukan pokok permasalahan
yang dirumuskan penulis adalah Bagaimana Peran reserse dalam kepolisian untuk
mengungkap kasus pencurian motor “curanmor” di Kabupaten Gowa. Dari pokok
masalah tersebut penulis merumuskan sub permasalahan sebagai berikut:
1. Bagaimana tugas dan kewenangan reserse dalam kepolisian menurut hukum
dan perundang-undangan ?
2. Bagaimana penanganan Reserse dalam Kepolisian untuk mengungkap kasus
pencurian motor “curanmor” di  Kabupaten Gowa ?
3. Apa faktor Pendukung dan penghambat dalam Penanganan Kasus Pencurian
Motor “Curanmor” di Kabupaten Gowa ?
D. Kajian Pustaka
Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan berbagai dukungan teori dari
berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai keterkaitan atau relevansi dengan
rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan kajian
terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun
penelitian yang memeiliki keterkaitan atau relevansi dengan judul penulis, adalah
sebagai berikut:
8 A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, (Cet ke-1; Makassar: Pustaka refleksi, 2010), h. 1.
9Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Hukum Kepolisian dan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana  (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) serta Peraturan Pemerintah  No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan.
Pudi Rahardi dalam bukunya Hukum Kepolisian (Kemandirian,
Profesionalisme dan Reformasi POLRI), dimana dalam buku ini membahas tentang
Hukum Kepolisian yang meliputi istilah polisi dan Hukum Kepolisian dan untuk
memahami lebih lanjut buku ini juga membahas tentang fungsi kepolisian dan
penegakan hukum, tugas dan wewenang POLRI, Korelasi antara Polisi dan
Masyarakat.
A. S. Alam dalam bukunya pengantar kriminologi, dimana dalam buku ini
membahas tentang keterkaitan hukum pidana dan kriminologi dalam pengungkapan
sebuah kasus.
Yesmil Anwar & Adang dalam bukunya Sitem Peradilan Pidana, dimana di
dalam buku ini membahas tentang konsep, komponen dan pelaksaaannya dala
penegakan hukum di indonesia dan buku ini juga membahas tentang fungsi dan
wewenang kepolisian.
Soerjono Soekanto dalam bukunya Faktor-faktor yang mempengaruhi
Penegakan Hukum, dimana buku ini membahas tentang Penegakan Hukum dan
Faktor-faktor yang mempengaruhinya.
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Adami Chazawi dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, dimana
di dalam buku ini membahas tentang Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori
Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana dan buku ini juga membahas
lebih lanjut tentang unsur-unsur tindak pidana.
Al-Qur’an dan terjemahannya, (QS. Al-Maidah/5: 38-39 tentang pencurian &
QS. An-Nisa/4: 135 tentang keadilan).
Perbedaan Buku atau pustaka yang di kemukakan oleh penulis dalam skripsi
ini pada umumnya mencakup tentang teori-teori dalam kepolisian dan pencurian.
Yang dalam hal ini pencurian motor “curanmor” serta hal-hal yang menjelaskan
tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam hal ini pihak
kepolisian dalam mengungkap sebuah kasus. Sedangkan Penelitian yang akan
dilakukan penulis adalah menganalisis Peran Reserse dalam Kepolisian Untuk
Mengungkap Kasus Pencurian Motor di Kabupaten Gowa dan mencari tahu pada
reserse cara-cara atau upaya-upaya yang ditempuh dalam menangani kasus pencurian
motor yang terjadi di Kabupaten Gowa serta menganalisis faktor-faktor pendukung
dan penghambat bagi reserse dalam menangani dan mengungkap kasus peencurian
motor “curanmor” di Kabupaten Gowa. Kemudian di dalam penelitian yang akan
dilakukan oleh penulis, Penulis juga akan mengolah data yang diperoleh dari tempat
penelitian dan dimasukkan sebagai bahan analisis. Misalnya jumlah kasus pencurian
motor “curanmor” yang terlapor kepada pihak kepolisian serta jumlah  kasus
pencurian motor “curanmor” yang berhasil di ungkap  oleh pihak Kepolisian dalam
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hal ini Reserse sehingga tulisan-tulisan yang dikemukakan berbeda dengan tulisan
yang tulisan yang nanti akan dibuat oleh penulis.
Persamaan buku atau tulisan yang di kemukakan oleh penulis dalam
penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama menganalisis tugas dan
kewenangan kepolisian dalam menangani dan mengungkap kasus pencurian motor
tetapi dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada tindak pidana pencurian
motor “curanmor” yang terjadi di Kabupaten Gowa.
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas maka tujuan
yang ingin di capai adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui tugas dan kewenangan reserse dalam kepolisian
menurut hukum dan perundang-undangan
b. Untuk mengetahui penanganan polisi dalam mengungkap kasus
pencurian motor “curanmor” di  Kabupaten Gowa.
c. Untuk mengetahui faktor Pendukung dan penghambat dalam
Penanganan Kasus Pencurian Motor “Curanmor” di Kabupaten Gowa
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoretik
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan/referensi
dalam mengembangkan teori/konsep dan ilmu pengetahuan
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khususnya dalam bidang ilmu hukum tentang hukum pidana dalam
konteks peran reserse dalam kepolisian untuk mengungkap kasus
pencurian motor.
b. Kegunaan Praktis
Dapat memberikan masukan serta dijadikan dasar informasi bagi
masyarakat untuk lebih jauh menggali permasalahan dan pemecahan
masalah yang ada relevansinya dengan hasil penelitian ini yang
berkaitan dengan peran reserse dalam kepolisian untuk mengungkap
kasus pencurian motor “curanmor” di kabupaten Gowa.
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BAB II
TINJAUAN TEORITIS
A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian
1. Kepolisian
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia W.J.S Poerwadarmita, istilah
polisi mengandung arti sebagai berikut: Badan pemerintahan (sekelompok
pegawai Negara) yang bertugas memelihara, menjaga keamanan dan ketertiban
umum”.9
Adapun pengertian polisi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
pasal 5 ayat 1 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi:
“ Kepolisian Kegara Republik Indonesia merupakan alat negara yang
berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan
hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.10
Negara Republik Indonesia merupakan negara bekas jajahan Belanda
termasuk peraturan-peraturan khusus yang mengatur tentang masalah polisi
banyak diciptakan oleh Belanda. Yaitu Politie Recht, yang berarti sejumlah
peraturan hukum yang mengatur hal polisi, baik segala tugas, fungsi maupun
9W,J,S Poewardarmita Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,2003), h.59.
10Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
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organ. Di dalam hukum kepolisian terdapat dua arti, yaitu hukum kepolisian
dalam arti material adalah hukum yang mengatur polisi sebagai fungsi dan
hukum kepolisian dalam arti formal adalah hukum yang mengatur polisi sebagai
organ.11
Selanjutnya istilah kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ,
yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam
ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan
tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk
pada tugas dan wewenang yang di berikan oleh undang-undang, yakni fungsi
preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan fungsi represif dalam rangka
penegakan hukum.12
Kemudian menurut Momo Kelana dalam bukunya yang berjudul Hukum
Kepolisian, Hukum Kepolisian adalah hukum yang mengatur tentang tugas,
status, organisasi dan badan-badan kepolisian serta bagaimana badan-badan
kepolisian tersebut melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam lingkungan
kuasa waktu, tempat dan soal-soal. Rumusan tersebut sejalan dengan rumusan
11Yesmil Anwar, Adang, Sistem Peradilan Pidana (Cet ke-1; Bandung: Widya Padjajaran,
2011), h.155.
12Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi
POLRI),(Jakarta: Laksbang Grafika, 2014), h.2.
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Drs. Brotodiredjo dengan penambahan kata-kata dalam lingkungan kuasa waktu,
tempat dan soal-soal dengan alasan:
a. Hukum Kepolisian terdiri dari peraturan-peraturan yang masing-
masing berbeda di dalam lingkungan kuasa.
b. Polisi sebelum melaksanakan tugasnya harus mengetahui terlebih
dahulu batas-batas manakah dia dapat melakukan tugasnya.13
Secara normatif pengertian kepolisian tertuang dalam pasal 1 angka 1
Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI, yang menyatakan bahwa
Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan
lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.14
Istilah kepolisian di dalam undang-undang ini mengandung dua
pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari
pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-
undang No. 2 Tahun 2002 tersebut, maka fungsi kepolisian sebagai salah satu
fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban
masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada
masyarakat.Selanjutnya mengenai lembaga kepolisian adalah organ
pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan
kewenangan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-
13Yesmil Anwar, Adang, Sistem Peradilan Pidana, h.155.
14Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
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undangan. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa berbicara
kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian.
Berdasarkan makna istilah polisi dan kepolisiaan serta hukum kepolisian
sebagaimana diuraikan di atas maka dapat dicermati batas-batas kajian
hukum kepolisian dan objek kajian hukum kepolisian.
Hukum kepolisian tidak terbatas pada hukum dalam arti normatif,
yaitu peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi lebih dari itu
bersangkut paut pula dengan segala hal dan kaitan serta pengorganisasian
kepolisian termasuk kedudukannya dan hubungannya dengan lembaga dan
fungsi diluar kepolisian.15
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian
Dalam pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa
tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :
a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
b. Menegakkan hukum; dan
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat.
15Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI), h.
5-6.
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Rumusan ketiga tugas pokok tersebut bukan menggambarkan urutan
prioritas ataupun hirarki, namun ketiga-tiganya sama penting. Substansi tugas
pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat bersumber dari
kewajiban umum kepolisian untuk menjamin keamanan umum. Sedangkan
substansi tugas pokok menegakkan hukum bersumber dari ketentuan
peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan peraturan tugas
pokok Polri dalam kaitannya dengan peradilan pidana, contoh KUHP,
KUHAP dan berbagai undang-undang tertentu lainnya. Selanjutnya substansi
tugas pokok Polri untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan
pelayanan kepada masyarakat bersumber dari kedudukan dan fungsi sebagai
bagian dari fungsi pemerintahan negara yang hakekatnya bersifat pelayanan
public ( public service ) yang termasuk dalam kewajiban umum kepolisian.
Mengenai tugas yang harus dilaksanakan oleh Polri, dalam Pasal 14
Undang-undang No. 2 Tahun 2002 disebutkan, bahwa :
1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal
13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan
pemerintah sesuai kebutuhan;
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dan menjamin keamanan,
ketertiban dan kelancaran lalu lintas dijalan;
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c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat terhadap hukum
dan peraturan perundang-undangan;
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis
terhadap Kepolisian Khusus, penyidik pegawai negeri sipildan
bentuk-bentuk pengamanan skawarsa;
g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua
tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan
peraturan perundang-undangan lainnya;
h. Menyelenggrakan identifikasi kepolisian, kedokteran
kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian
untuk kepentingan tugas kepolisian;
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat,
dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau
bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara
sebelum ditangani oleh instansi dana tau pihak yang
berwenang;
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k. Memeberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan
kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian;
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
2. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat 1
huruf f diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
Ketentuan dalam pasal 14 ayat 1 huruf a s/d f merupakan kelompok tugas
Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersumber dari substansi tugas
pokok “memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat” dan menggambarkan
fungsi-fungsi teknis dalam rangka pelaksanaan kewajiban umum kepolisian.
Setiap anggota atau pejabat Polri harus memahami tugas-tugasnya sehingga
dapat diaplikasikan di lapangan tanpa menemui banyak kendala dan hambatan.
Pemahaman tentang tugas Polri juga diperlukan untuk menghindari terjadinya
kesalahan oleh anggota Polri ketika menjalankan tugasnya. Selanjutnya
penjelasan tiap bagian dari pasal 14 ayat 1 & 2 UU No. 2 Tahun 2002 adalah
sebagai berikut :
Berkaitan dengan tugas polri seperti tersebut diatas maka kewenangan
umum yang dimiliki oleh Polri diatur dalam Pasal 15 UU No. 2 Tahun 2002 yang
menyebutkan :
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1. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal
13 dan pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum
berwenang :
a. Menerima laporan dana tau pengaduan;
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat
menggangu ketertiban umum;
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam
persatuan dan kesatuan bangsa;
e. Mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup Kewenangan
Administratif Kepolisian;
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan
Kepolisian dalam rangka pencegahan;
g. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian;
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i. Mencari keterangan dan barang bukti;
j. Menyelenggarakan pusat informasi criminal nasional;
k. Mengeluarkan surat izin dan surat keterangan yang di perlukan dalm
rangka pelayanan masyarakat;
l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan
pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;
21
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-
undangan lainnya berwenang :
a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan
masyarakat lainnya;
b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak
dan senjata tajam;
f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap bahan
usaha di bidang jasa pengamanan;
g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih apparat Kepolisian khusus
dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian;
h. Melakukan kerja sama dengan Kepolisian Negara lain dalam menyidik
dan memberantas kejahatan internasional;
i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang
berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi Kepolisian
Internasional;
k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas
kepolisian.
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3. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf
a diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.16
Kemudian, Polisi disini umumnya mempunyai dua peran sekaligus yakni: (1)
Polisi adalah institusi yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dan
ketertiban atau orde masyarakat agar tercapai suasana kehidupan aman, tentram dan
damai (police as a maintenance order officer). (2) Polisi adalah institusi yang
berperan dalam penegakan hukum dan norma yang hidup di masyarakat (police as an
enforcement order officer). Pada pelaksanaan peran, polisi adalah institusi yang
dapat memaksakan berlakunya hukum. Mana kala hukum dilanggar, terutama oleh
perilaku menyimpang yang namanya kejahatan, maka diperlukan peran polisi guna
memulihkan keadaan (restutio in integrum) dengan memaksa si pelanggar hukum
untuk menanggung akibat dari perbuatannya.17 Tetapi disini penegak hukum dalam
hal ini kepolisian juga harus berlaku adil tehadap sipelanggar hukum sesuai dengan
firman allah dalam QS. An-Nisa/4: 135 yang berbunyi:
اَﻮْﻟا ِوَأ ْﻢُﻜِﺴُﻔْـﻧَأ ﻰَﻠَﻋ ْﻮَﻟَو ِﻪﱠﻠِﻟ َءاَﺪَﻬُﺷ ِﻂْﺴِﻘْﻟِﺎﺑ َﻦﻴِﻣاﱠﻮَـﻗ اُﻮﻧﻮُﻛ اﻮُﻨَﻣآ َﻦﻳِﺬﱠﻟا ﺎَﻬـﱡﻳَأ َﺎﻳ ْنِإ َﻦِﻴﺑَﺮْـﻗﻷاَو ِﻦْﻳَﺪِﻟ
 َنﺎَﻛ َﻪﱠﻠﻟا ﱠنِﺈَﻓ اﻮُﺿ
 اًﺮﻴِﺒَﺧ َنﻮُﻠَﻤْﻌَـﺗ ﺎَﻤِﺑ
Terjemahnya:
16Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI), h.
76-78.
17 Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI)
h.187-188.
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“Wahai orang-orang yang beriman! jadilah kamu penegak keadilan, menjadi
saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak
dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka
Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika
kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah
Allah Maha teliti terhadap segala yang kamu kerjakan"18
Ayat ini turun terkait dengan peristiwa yang disebutkan dalam suatu riwayat
bahwa ada dua orang yang mengadu karena kasus persengketaan, yang satu orang
kaya dan yang satunya lagi orang miskin. Nabi saw., membela orang yang miskin
dengan mengaggap bahwa orang miskin tidak akan menzalimi orang kaya. Akan
tetapi Allah swt., tidak membenarkan tindakan Nabi saw., tersebut dan
memerintahakan untuk menegakkan keadilan di antara kedua belah pihak.19
Ayat di atas mencakup nasihat dan peringatan terhadap orang-orang beriman
kepada Allah swt., agar senantiasa menegakkan keadilan karena Allah tanpa melihat
hubungan kekerabatan status sosial. Salah satu contoh ketika sesorang memiliki
kekayaan maka terkadang orang yang menghakiminya enggan memberikan
keputusan sesuai dengan aturan sebenarnya ataupun ketika seseorang yang dihakimi
miskin maka terkadang orang mengasihaninya sehingga hukum pun tidak berjalan
semestinya. Kemudian pemilihan kataal-‘qist}(ﻂﺴﻘﻟا)merupakan kata yang lebih tegas
dari kata al-‘adl(لﺪﻌﻟا). Kata al-qist} dipahami adil secara rasa dan ketika memutuskan
18Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.100.
19Qamaruddin Shaleh dkk, Asbabun Nuzul; Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-
Qur’an (Cet. III; Bandung: CV. Diponegoro, 1982), h. 165.
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suatu perkara kedua belah pihak merasa puas sedangkan kata al-adl dipahamai adil
secara rasio karena bisa saja salah satu pihak tidak puas dengan suatu keputusan.20
Ayat ini juga menyebutkan terlebih dahulu perintah untuk berbuat adil lalu
menjadi saksi. Hal ini dikarenakan banyak orang yang terkadang dalam
memerintahkan keadilan sangat menggebu-gebu namun ketika tiba gilirannya untuk
memlaksanakannya mereka lalai bahkan enggan untuk melaksanakannya. Ayat ini
pada dasarnya memerintahkan untuk terlebih dahulu menegakkan keadilan atas
dirinya lalu menjadi saksi yang mendukung atau memberatkan orang lain. Pada
penutup ayat ini menggunakan kata (ﺮﯿﺒﺧ)yang biasa digunakan untuk menunjukkan
pengetahuan yang mendalam dan terperinci menyangkut hal-hal yang gaib serta
disandang oleh Allah swt.21
Jadi di dalam QS. An-Nisa/4: 135 telah dijelaskan bahwa seseorang harus
berlaku adil baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Apalagi ketika
seseorang menjadi saksi dalam sebuah kasus maka orang tersebut harus bisa berlaku
adil dalam memberikan kesaksian maupun dalam mengambil suatu keputusan. Dan
disini juga dijelaskan bahwa janganlah sekali-kali mengikuti hawa nafsu jika hanya
ingin menyimpang dari suatu kebenaran sebab jika kita mengikuti hawa nafsu maka
keadilan tidak akan pernah tercipta. Kemudian ketika seorang saksi memutarbalikkan
20M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Jilid II (Cet.
V; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 757.
21M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an, Jilid II, h.
758.
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perkataannya maka yang harus ia ketahui bahwa Allah Maha teliti terhadap segala
yang kamu kerjakan.
Pada pelaksanaan peran pertama kepolisian, yaitu sebagai pemelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) polisi melaksanakan tugas
mengantisipasi, menjaga dan mengayomi masyarakat dari perilaku jahat yang
diperagakan para penjahat. Polisi bersama anggota masyarakat lainnya, menjalankan
upaya preventif, yaitu mencegah terjadinya kejahatan.Polisi bahu-membahu bersama
masyarakat melakukan penjagaan keamanan lingkungan (siskamling).22 Mengingat
tugas polisi selalu berada ditengah-tengah masyarakat maka sebelum seorang anggota
polisi menempati tugasnya yang baru maka dia harus memulai dengan mengenal
budaya masyarakat ditempat dimana dia bertugas. Yang dimaksud dengan budaya
masyarakat adalah pola kebiasaan, adat-istiadat, agama sampai pola kehidupannya
sehari-hari. Apabila polisi dapat menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat
dilingkungan tugasnya maka tentu dalam menjalankan tugasnya dia akan mendapat
dukungan dan bantuan masyarakat.
Besar kecilnya dukungan dan partisipasi masyarakat kepada polisi sangat
bergantung pada polisi itu sendiri, yakni bagaimana polisi menempatkan diri
dimasyarakat dan memperlakukan tokoh masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat
22Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI)
h.188.
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bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja polisi
dalam pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat (kamtibmas).23
Jadi intinya masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam memelihara
kamtibmas dan memberikan laporan dan inforamasi apabila terjadi gangguan.
Masyarakat merupakan kepanjangan tangan fungsi kepolisian yang bersifat pasif
yaitu mencegah tindak kejahatan pada diri dan keluarganya, malaporkan pada pos
polisi terdekat bila terjadi gangguan kamtibmas, dan mau bertindak sebagai saksi jika
dibutuhkan dalam proses peradilan sehingga terjalin hubungan yang baik antara
masyarakat dan aparat kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
B. Pengertian dan Penggolongan Tindak Pidana Pencurian
1. Pengertian Tindak Pidana
Istilah tindak pidana berasal dari tindak pidana Belanda yaitu
strafbaar feit. Tindak pidana (delict) adalah suartu perbuatan atau rangkaian
perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana.Suatu peristiwa hukum
dapat dikatakan sebagai tindak pidana kalau memenuhi unsur-unsur
pidananya. Yang dimana unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-
tidaknya dari dua sudut pandang, yakni : (1) dari sudut teoritis; dan (2) dari
sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum,
23Pudi Rahardi, Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi POLRI), h.
191-193.
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yang tercermin pada bunyi rumusannya.Sementara itu, sudut undang-undang
adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak
pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.
Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis :
Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:
a. Perbuatan;
b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Ancaman (diancam)
dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam
kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana
merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi
pidana.
Sedang menurut rumusan R. Tresna, tindak pidan aterdiri dari unsur-unsur
yakni:
a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
c. Diadakan tindakan penghukuman
Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat
pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti
dengan penghukuman (pemidanaan). Berbeda dengan moeljatno, karena
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kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan
demikian dijatuhi pidana.24
Unsur rumusan tindak pidana dalam UU dalam rumusan buku II dan
buku III KUHP ada unsur-unsur yang selalu disebutkan dalam setiap
rumusan, yaitu  mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian
seperti pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum
kadang-kadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Dari
rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP tersebut, dapat diketahui adanya
11 unsur tindak pidana, yaitu: (a) unsur tingkah laku (b) unsur melawan
hukum (c) unsur kesalahan (d) unsur akibat konstitutif (e) unsur keadaan yang
menyertai (f) unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana (g) unsur
tambahan untuk memperberat pidana (h) unsur objek hukum tindak pidana (i)
unsur kualitas subjek hukum tindak pidana (j) unsur syarat tambahan untuk
memperingan pidana. Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa
melawan hukum objektif atau subjektif tergantung dari bunyi redaksi rumusan
tindak pidana yang bersangkutan.Unsur yang bersifat objektif adalah semua
unsur yang berada diluar keadaan batinmanusia atau sipembuat, yakni semua
unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu
yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana.Sementara itu,
24Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I (Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-teori
Pemidanaan & Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana ) (Cet. VI; Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2011), h. 79-80.
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unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau
melekat pada keadaan batin orangnya.25
2. Penggolongan Tindak Pidana Pencurian
Tindak pidana pencurian terbagi menjadi lima yaitu:
a. Tindak Pidana Pencurian Dalam Bentuk Pokok
Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 362
Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:“Barang siapa
mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan
orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan
hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan
hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya
enam puluh rupiah”.
Melihat dari rumusan pasal tersebut dapat kita ketahui, bahwa
kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal
dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah
perbuatan yang diartikan“mengambil”.
P.A.F. Lamintang menerjemahkan perkataan “zichtoeeigenen” dengan
“menguasai”, oleh karena didalam pembahasan selanjutnya pembaca akan
dapat memahami, bahwa “zichtoeeigenen” itu mempunyai pengertian yang
25Adam Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I (Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-teori
Pemidanaan & Batas-batas Berlakunya Hukum Pidana ), h. 81-83.
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sangat berbeda dari pengertian “memiliki”, yang ternyata sampai sekarang
banyak dipakai di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.
b. Tindak Pidana Pencurian dengan Unsur–Unsur yang Memberatkan
Tindak pidana pencurian dengan unsur–unsur yang memberatkan
ataupun yang ada di dalam doktrin juga sering disebut gequalificeerde distal
atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang telah diatur
dalam pasal 363 KUHPidana yang berbunyi:
(1)Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
1. pencurian ternak;
2. pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau
gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta
api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup
yang  ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak
diketahui atau tidak dehendaki oleh yang berhak.
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Pencurian dimana orang yang bersalah dalam mengusahakan jalan masuk
ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya telah
melakukan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan atau memakai kunci-
palsu, suatu perintah palsu atau seragam palsu.
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(2)Jika pencurian yang dirumuskan dalam angka 3 itu disertai dengan salah satu
keadaan seperti yang dimaksudkan dalam angka 4 dan angka 5, dijatuhkan pidana
penjara selama-lamanya sembilan tahun.26
Kata pencurian di dalam rumusan tindak pidana pencurian dengan kualifikasi
seperti yang diatur dalam Pasal 363 KUHP di atas mempunyai arti sama dengan kata
pencurian sebagai pencurian dalam bentuk pokok dan dengan demikian juga
mempunyai unsur-unsur yang sama.
c. Tindak Pidana Pencurian Ringan
Yang oleh undang-undang telah diberikan kualifikasi sebagai pencurian
ringan atau lichte diefstal, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal
364 KUHPidana yang berbunyi:
“Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitu
pun perbuatan yang diterngkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan
dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang
yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan
dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua
ratus lima puluh rupiah”.27
Tentang nilai benda yang dicuri itu semula ditetapkan tidak lebih dari dua
puluh lima rupiah, tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
26 KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana) KUHAP (Kitab undang-undang hukum
acara pidana) (Cet ke-1; Pustaka Mahardika, 2010), h.108.
27 KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana) KUHAP (Kitab undang-undang hukum
acara pidana), h.109.
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Undang No. 16 tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana telah diubah menjadi dua ratus lima puluh rupiah.
d. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-
undang telah diatur dalam pasal 365 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang
didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan
terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau
untuk memudahkan pencurian tersebut, atau untuk memungkinkan dirinya sendiri
atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu
itu juga, ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri.
(2) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun:
1. Jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah tempat
kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat
sebuah tempat kediaman, atau di atas jalan umum, atau di atas kereta api atau
trem yang bergerak.
2. Jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-
sama.
3. Jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat kejahatan, orang yang bersalah
telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-
kunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu seragam palsu.
4. Jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.
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(3) Dijatuhkan pidana penjara -lamanya lima belas tahun, jika tindak pidana itu telah
mengakibatkan matinya orang.
(4) Dijatuhkan pidana atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan
luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
secara bersama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka
1 dan angka 3.28
Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana juga
merupakan gequalificeerde diefstal atau suatu pencurian dengan kualifikasi
ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Dengan
demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana sesungguhnya hanyalah
satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan
kejahatan pemakaian kekerasan terhadaporang, ataupun bukan merupakan suatu
samenloop dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap
orang.
e. Tindak Pidana Pencurian dalam Keluarga
Tindak pidana pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHPidana
yang berbunyi:
(1)Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu kejahatan-
kejahatan yang diatur dalam Bab ini ialah seseorang suami atau istri yang
28 KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana) KUHAP (Kitab undang-undang hukum
acara pidana), h.109.
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tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan
dengan orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka tidak dapat
dilakukan penuntutan pidana terhadap orang yang melakukan kejahatan
tersebut,
(2) Jika mereka itu merupakan suami atau istri yang bercerai meja makan dan
tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau merupakan saudara sedarah
atau karena perkawinan baik dalam maupun dalam garis menyamping sampai
derajat kedua dari orang, terhadap siapa kejahatan itu dilakukan, maka
penuntutan terhadap mereka hanya dapat dilakukan, jika ada pengaduan
terhadap mereka dari orang, terhadap siapa telah dilakukan kejahatan.
(3) Jika berdasarkan lembaga-lembaga keibuan, kekuasaan bapak itu
dilakukan oleh orang lain daripada seorang ayah, maka ketentuan dalam ayat
yang terdahulu itu juga berlaku bagi orang lain tersebut.29
C. Kriminologis Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana
Kriminoogi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan
dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P.
Topinard  (1830-1911), seorang ahli antropologi Perancis. Kriminologi terdiri
dari dua suku kata yakni kata crime yang berarti kejahatan dan logos berarti ilmu
pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.
Kriminologi mencakup tiga hal pokok yakni:
29 KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana) KUHAP (Kitab undang-undang hukum
acara pidana,) h.109-110.
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1. Proses pembuatan hukum pidana  dan acara pidana  (making law)
2. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan
terjadinya  kejahatan (breaking of law)
3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking of
laws). Reaksi dalam ha ini bukan hanya ditujukan bagi pelanggar hukum
berpa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar
hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention)
Yang dibahas dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making
laws) adalah:
a. Defenisi kejahatan
b. Unsur-unsur kejahatan
c. Relativitas pengertian kejahatan
d. Penggolongan kejahatan
e. Statistik kejahatan
Yang dibahas dalam etioogi kriminal (breaking laws) adalah:
a. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
b. Teori-teori  kriminologi dan
c. Berbagai perspektif  kriminologi
Kriminologi bersifat interdisipiner. Berbagai disiplin yang erat kaitannya
dengan kriminologi antara lain hukum pidana, hukum acara pidana, antropologi
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pisik, antropoogi budaya, psikoogi, biologi, ekonomi, kimia, statistik dan banyak lagi
disiplin lainnya.30
Kriminologi dan hukum pidana memiliki persamaan dan perbedaan.
Persamaan dari kriminologi dan hukum pidana terletak pada:
a. Objeknya kejahatan
b. Adanya upaya-upaya kejahatan
Sedangkan perbedaan antara kriminologi dan hukum pidana adalah:
a. -Kriminologi ingin mengetahui apa latarbelakang seseorang melakukan
kejahatan
-Hukum pidana ingin mengetahui apakah seseoang telah melakukan
kejahatan
b. Hukum pidana menetapkan terlebih dahulu seseoang sebagai penjahat,baru
langkah berikutnya giliran kriminologi meneliti mengapa seseorang itu
melakukan kejahatan.
c. Kriminologi : Member bahan dalam perumusan perundang-undangan hukum
pidana sedangkan hukum pidana : pengertian kejahatan telah dirumuskan dalam
KUHP dan KUHAP
30A. S. Alam, Pengantar Kriminologi, h. 1-2.
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Kemudian kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan
perundang-undangan baru (proses kriminlisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya
kejahatan (etiologi kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya
terjadinya kejahatan (criminalprevention). Jadi disini kriminolgi merupakan ilmu
bantu dalam hukum pidana. Dan tidak dapat disangkal kriminologi telah membawa
manfaat yang tak terhingga dalam megurangi penderitaan ummat manusia, dan inilah
yang merupakan tujuan utama mempelajari kriminologi.31
Hubungan kriminologi sebagai ilmu bantu hukum pidana. Berbicara
mengenai kriminologi dan hukum pidana maka keduanya tiak akan pernah terlepas
sebab keduanya ni mempunyai saling keterkaitan. Hukum pidana merupakan aturan
hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenui syarat tertentu
suatu akibat yang berupa pidana. Hukum pidana sebagai sebuah pertanyaan apa,
siapa, dan bagaimana, artinya adalah apa yang disebut sebagai perbuatan pidana,
siapa yang melakukanya dan bagaimana cara melaksanakan pidana itu. Maka
jawaban dari ketiga pertanyaan itu yaitu : hukum pidana materiil dan hukum pidana
formil.
Sedangkan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab
musabab kejahatan dilihat dari berbagai segi, maka kriminologi merupakan
pertanyaan mengapa dan bagaimana; artinya mengapa orang itu melakukan
31 A. S. Alam, Pengantar Kriminologi, h.14-15.
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kejahatan dan bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mencegahnya agar tidak
terjadi kejahatan.
Pada dasanya para pembentuk hukum pidana mngharapkan bahwa pada suatu
saat kejahatan akan lenyap, dan disinilah kriminologi memegang peranan penting.
Pada perkembangannya ada dua faktor yang memicu perkembangan kriminologi
yaitu:
a. Ketidakpuasan terhadap hukum pidana, hukum acara pidana, dan sistem
penghukuman.
b. Munculnya penerapan metode statistik.32
D. Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum
Penegak hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan
penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat
diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi
(Wayne La-Favre 1964).
Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap
penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara
“tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila
terjadi ketidakserasian antar nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di
32 Yesmil Anwar, Adang Kriminologi, (Cet ke-1; Bandung;Refika Aditama, 2010), h.23-24.
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dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang
mengganggu kedamaiann pergaulan hidup.
Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah
semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam
kenyataan di  Indonesia kecenderungannya adalah demikian.33
Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas dapatlah ditarik kesimpulan
sementara, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada
faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut
mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi
dan factor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :
a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada
undang-undang saja.
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum.
c. Faktor saran atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni srbagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di
dasarkan pada karasa manusia di daam pergaulan hidup.
33Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum (Cet ke-12;
Jakarta: Rajawali Pers, 2013) h. 7.
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Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena esensi
dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas
penegakan hukum.34
- Undang-undang
Secara sosiologis, setiap penegak hukum tersebut mempunyai
kedudukan (status) dan peranan (role). Sehingga suatu peranan tertentu,
dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Perananan yang ideal (ideal role)
2. Peranan yang seharusnya (expected role)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (actual role)
Seorang penegak hukum sebagaimana halnya dengan warga masyarakat
lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligfus dengan
demikian tidaklah mustahil bahwa antar berbagai kedudukan dan peranan timbul
konflik (status conflict dan conflict of roles). Kalau di dalam kenyataannya terjadi
suatu kesenjangan antar peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya
dilakukan atau peranan actual, maka tejadi kesenjangan peranan (role-distance).
Disamping itu tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin
34Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, h. 8-9.
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penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.Sarana atau fasilitas tersebut,
antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi
yang baik, peralatan yang memadai, kekuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau
hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai
tujuannya. Begitupun dengan faktor masyarakat yang sangat mempengaruhi
penegakan hukum.
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E. Kerangka Konseptual
Tugas dan Kewenangan Reserse
dalam kepolisian menurut hukum
dan perundang-undangan
1. Sumber daya manusia
(penegak hukum)
2. Sumber daya finansial
3. Kesadaran masyarakat
1. Penyelidikan dan Penyidikan
2. Pengaduan atau Laporan oleh
masyarakat
Penanganan Kepolisian dalam
mengungkap kasus pencurian
motor “curanmor” di Kabupaten
Gowa KGGGGG GOWA
Peran reserse dalam Kepolisian
untuk Pengungkapan tindak
pidana Pencurian motor
(curanmor)
Optimalisasi peran reserse dalam
pengungkapan tindak pidana pencurian
motor (curanmor) di kabupaten Gowa
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah field research, Field
research yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan metode
wawancara, observasi, dan dokumentasi serta menggambarkan fakta yang
terjadi dilapangan.
2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yang dipilih penulis yaitu di Kabupaten Gowa
(Polres Gowa)
B. Metode Pendekatan
1. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan terhadap gejala sosial yang
timbul dalam masyarakat.
2. Pendekatan kriminologi adalah suatu pendekatan terhadap kejahatan-
kejahatan dari berbagai aspek.
C. Sumber Data
1. Data Primer
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya.
2. Data Sekunder
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Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti
buku, majalah jurnal, karya ilmiah, internet dan berbagai  sumber lainnya.
D. Metode Pengumpulan Data
Penelitian Lapangan
1. Wawancara Lapangan
Melakukan tanya jawab (dialog) dengan reserse.
2. Studi dokumentasi
Yaitu bahan-bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan
yaitu pengumpulan data dengan data primer dan data sekunder. Data
primer merupakan data yang diperoleh langsung dari objek yang
diteliti, ini berlainan dari data sekunder yakni data yang sudah dalam
bentuk jadi seperti data dalam dokumen dan publikasi serta menelaah
tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pencurian yang melibatkan
peran reserse dalam kepolisian untuk pengungkapan kasus pencurian
“curanmor” yang terjadi di Kabupaten Gowa tersebut. Bahan-bahan
dalam kepustakaan penelitian ini juga mencakup berbagai literatur
buku, jurnal baik pada media cetak maupun media online, artikel-
artikel ilmiah, makalah dan hasil penelitian.
E. Instrumen Penelitian
45
Bagian ini peneliti menjelaskan tentang alat pengumpul data yang
disesuaikan dengan jenis penelitian,  yakni: peraturan perundang-undangan,
wawancara dan studi dokumen.
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
Dalam penulisan ini, data yang diperoleh kemudian dikumpulkan baik
secara primer maupun sekunder dan dianalisis  secara mendalam. Selanjutnya
diajukan secara deskriktif  yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan
menggambarkan   yang berkaitan dengan penulisan ini. Dalam menguji data
dan materi yang disajikan, diperlukan metode sebagai berikut:
1. Deduktif  yang pada umumnya berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.
2. Komparatif  yang pada umumnya digunakan dalam membandingkan
perbedaan pendapat, terutama terhadap materi yang mungkin dapat
menimbulkan ketidaksepahaman serta menimbulkan kerancuan.
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BAB IV
ANALISIS PERAN RESERSE DALAM KEPOLISIAN UNTUK
MENGUNGKAP KASUS PENCURIAN MOTOR DI KABUPATEN
GOWA (TINJAUAN KRIMINOLOGIS)
A. Gambaran Umum tentang Pencurian Motor Di Kabupaten Gowa
Pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil barang orang lain,
seluruhnya atau sebagian dengan cara melawan hukum. Dan untuk lebih
jelasnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal
362.
Pasal 362 KUHP berbunyi:
Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau
sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara
palinng lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan
ratus rupiah.35
Penyebab terjadinya tindak pidana pencurian motor “curanmor”
biasanya karena kelalaian masyarakat itu sendiri seperti lupa mengambil
kunci motor ketika memarkir kendaraannya, terlalu percaya pada orang lain
sehigga meminjamkan kendaraannya yang bisa saja mempunyai niat jahat
untuk melakukan pencurian dan sembarangan dalam memarkir kendaraan
35KUHP (Kitab undang-undang hukum pidana) KUHAP (Kitab undang-undang hukum acara
pidana,) h.109.
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motornya tersebut sehingga sangat memancing bagi para pelaku untuk
melakukan aksinya yaitu melakukan tindak pidana pencurian motor
“curanmor”.
Salah satu contoh kasus pencurian motor yang terjadi di Kabupaten
Gowa yang berhasil diungkap oleh pihak Kepolisian dalam hal ini Reserse
dengan bantuan para pihak yaitu “Tindak Pidana pencurian sepeda motor
yang dilakukan oleh saudara Bohari Bin M. Bakri Sulo bersama-sama dengan
saudara Rockky Worang Bin Ronny Worang (Almarhum) terhadap barang
milik saudara Haeruddin Bin H. Baking berupa 1 Unit sepeda motor Merk
Honda Beat warna Merah dengan nomor polisi DD 5199 BY. Nomor Rangka
: MH1JF22129K126764 dan Nomor Mesin : JF22E-1128212 atas nama
dalam STNK saudara Yusran Jafsur yang terjadi pada hari sabtu Tanggal 10
Januari 2015 Sekitar pukul 23:30 Wita tepatnya di Paccallaya Kel. Tombolo
Kec. Somba Opu Kabupaten Gowa, atau pada hari lain dan tanggal lain di
bulan Januari tahun 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2015 atau
setidak-tidaknya ditempat lain yang masih dalam Wilayah Hukum Polres
Gowa. Adapun cara-cara pelaku melakukan pencurian tersebut adalah dengan
cara, petama-tama tersangka saudara Bohari Bin M. Bakri Sulo yang saat
dibonceng oleh temannya saudara Rockky Worang Bin Ronny Worang
(Almarhum) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna
Hitam merah melintas di jalan Paccallaya Kel. Tombolo Kec. Somba Opu
Kabupaten Gowa, tepatnya di pinggir jalan di depan sebuah rumah di dekat
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sebuah jembatan, tersangka melihat sebuah sepeda motor yang terparkir
sehingga saat itu saudara Rockky Bin Ronny Worang (Almarhum) memutar
balik sepeda motor yan mereka kendarai dan selanjutnya mereka berhenti
tidak jauh dari Sepeda Motor Milik korban dan selanjutnnya saudara Rockky
Worang Bin Ronny Worang (Almarhum) menyuruh saudara Bohari Bin M.
Bakri Sulo untuk turun dari sepeda motornya dan meminta saudara Bohari
Bin M. Bakri Sulo untuk mengambilsepeda motor milik korban dan
selanjutnya saudara Bohari Bin M. Bakri Sulo mendekati sepeda motor milik
korban tersebut yang terparkir sedangkan saudara Rockky Worang Bin
Ronny Worang (Almarhum) mengendarai sepeda motornya melewati
jembatan kemudian berhenti dan stand by di tempat tersebut. Selnjutnya
saudara Bohari Bin M. Bakri Sulo menaiki sepeda motor milik korban yaitu
saudara Haeruddin Bin H. Baking kemudian menaikkan standar samping
sepeda motor tersebut kemdian memutar kunci kontak sepda motor tersebut
yang saat itu terpasang di sepeda motor tersebut dan berusaha  menyalakan
sepeda motor tersebut namun saat itu ada orang yang menegtahui perbuatan
tersangka kemudian meneriaki tersangka sehingga tersangka melepas sepeda
motor tersebut lalu kabur bersama-sama  dengan temannya saudara Rockky
Worang Bin Ronny Worang (Almarhum).36
36 Data Polres Gowa Tahun 2015.
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Dan kasus ini ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian dalam hal ini
reserse yang dibantu oleh beberapa pihak sehingga pelaku bisa ditangkap dan
di berikan hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.
B. Cara-Cara Penanganan Kepolisian dalam Mengungkap Kasus
Pencurian motor “curanmor” di Kabupaten Gowa
1. Upaya-Upaya dalam Penanganan Kasus Pencurian Motor
“Curanmor” Di Kabupaten Gowa
Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengungkap dan menangani
kasus pencurrian motor “curanmor” yang terjadi di Kabupaten Gowa antara
lain dengan melakukan Upaya preventif (pencegahan)  dan Upaya Represif.
Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya
tindak pidana atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu tindak
pidana. Upaya ini merupakan tindakan yang dilakukan secara sistematik,
berencana, terpadu, dan terarah kepada tujuan untuk menciptakan suasana
yang kondusif guna menekan terjadinya tindak pidana pencurian motor
“curanmor” di Kabupaten Gowa. Sedangkan Upaya represif adalah tindakan-
tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah tindak pidana tersebut
terjadi. Upaya represif baru diterapkan apabila upaya lain sudah tidak
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memadai atau tidak efektif lagi untuk mengatasi suatu tindak pidana dalam hal
ini tindak pidana pencuriaan motor “curanmor”.37
a. Melaksanakan Patroli-Patroli
Menurut Bripka Fitriyadi yang menjabat sebagai Penyidik Pembantu
Kunit Resmob bahwa para anggota kepolisian yang tergabung dalam divisi
Lalu lintas (Lantas) senantiasa melakukkan patroli-patroli atau pemantauan-
pemantauan yang dilaksanakan oleh Polres dan berkoordinasi dengan Polsek-
Polsek yang ada di Kabupaten Gowa. Dimana patroli-patroli yang dilakukan
itu terutama di tempat-tempat yang sangat rawan terjadi Tindak pidana
pencurian Motor “Curanmor”. Salah satu tempat yang paling rawan terjadinya
pencurian motor “Curanmor” adalah di daerah kisaran Jalan Hertasning.
Dimana di daerah tersebut merupakan tempat yang menjadi sasaran para
pelaku pencurian motor “curanmmor”  sebab daerah tersebut sangat sepi
ketika malam hari. Tetapi tidak menutup kemungkinan dilakukan juga patroli-
patroli ke pelosok-pelosok desa baik yang dataran tinggi seperti daerah malino
dan sekitarnya maupun dataran rendah. Namun dalam melakukan Patroli-
patroli atau pengawasan-pengawasan ini Pihak resserse yang berada di
wilayah Polres Gowa juga dibantu oleh Aparat kepolisian yang ada di polsek
sehingga aparat kepolisian akan lebih mendeteksi Kasus-kasus yang terjadi.
37 Wawancara langsung dengan Bripka Fitriyadi selaku Penyidik Pembantu Kunit Resmob
Pada Tanggal 03 Februari 2016 Pukul 11:30 Wita.
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Jadi di dalam mengungkap dan menangani sebuah kasus dalam hal ini seperti
kasus pencurian motor “curanmor” Pihak reserse tidak akan bisa mengungkap
kasus tersebut tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak seperti masyarakat
dan pihak Polsek. 38
Polsek adalah struktur organisasi Polri yang terdepan dan sebagai ujun
tombak pelayanan keamanan terhadap masyarakat, yang menpunyai batas
wilayah administrasi tingkat Kecamatan yang mencakup beberapa kelurahan.
Dalam menjalankan fungsinya polisi di tingkat polsek akan lebih berhadapan
langsung dengan masyarakat yang dilayaninya. Pemolisian di tingkat polsek
petugas polisi akan melayani masyarakat yang pada umumnya berada di
tingkat bawah (yang merupakan masyarakat kebanyakan). Pada tingkat inilah
banyak konflik atau gangguan keamanan jalananan banyak terjadi seperti
pencurian motor “curanmor” yang meresahkan masyarakat, yang
menimbulkan ketakutan dan bahkan menghambat atau menghancurkan
produktivitas masyarakat.39
Menurut penulis, Kegiatan patroli-patroli yang dilakukan secara rutin
oleh pihak kepolisian merupakan alat pecegahan untuk mencegah dan
mengawasi daerah Kabupaten Gowa agar tidak terjadi berbagai macam tindak
38 Wawancara langsung dengan Bripka Fitriyadi selaku Penyidik Pembantu Kunit Resmob
Pada Tanggal 03 Februari 2016 Pukul 11:30 Wita.
39Chryhnanda DL, Polisi Penjaga Kehidupan, (Jakarta: YPKIK, 2009), h. 289-290.
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pidana salah satunya adalah tindak pidana pencurian motor “curanmor” serta
bisa secara efektif membatasi ruang gerak para pelaku-pelaku yang ingin
melakukan  suatu tindak pidana.
b. Melakukan Pemeriksaan Penertiban Kelengkapan Kendaraan
Bermotor (Sweeping)
Pemeriksaan penertiban kelengkapan kendaraan bermotor yang lebih
dikenal sebagai sweeping adalah Serangkaian tindakan yang dilaksanakan
oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Lalu Operasi
Kepolisian adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan,
penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan,
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun
waktu, sasaran, cara bertindak pelibatan kekuatan dan dukungan sumber daya
tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas.40
Kemudian pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012. Lalu yang berhak melakukan
pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor di jalan adalah Petugas
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
40Peraturan Pemerintah  No. 80 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 1&5, tentang Tata Cara
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.
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Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Dan untuk lebih jelasnya diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Pasal 9  yang berbunyi:
Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh:
a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
b. Penyidik Pegawai negeri sipil di bidang lalu lintas dan angkutan
jalan.41
Pemeriksaan kelengkapan kendaraan bermotor ini juga merupakan
salah satu cara yang ditempuh oleh pihak kepolisian untuk mengungkap dan
menangani kasus pencurian motor “curanmor yang terjadi di Kabupaten
Gowa.
Kemudian Tujuan dari dilakukannya Pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan
juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Pasal 2
yang berbunyi:
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan
Pelanggaran Lalu lintas dan Angkutan Umum bertujuan:
41Peraturan Pemerintah  No. 80 Tahun 2012 Pasal 9, tentang Tata Cara Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
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a. Terpenuhinya persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan
bermotor;
b. Terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi
pengemudi dan kendaraan bermotor serta dokumen perizinan dan
kelengkapan Kendaraan Bermotor angkutan umum;
c. Terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana; dan
d. Terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan
berlalu-lintas.
Kemudian Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun  2012 dilakukan secara berkala yakni
setiap enam bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan.42
c. Memperbanyak Informan
Salah satu cara yang ditempuh oleh pihak kepolisian untuk
mengungkap dan menangani kasus pencurian motor yang terjadi adalah salah
42Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Pasal 1 ayat 1&5, tentang Tata Cara
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.
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satuunya dengan memperbanyak informan. Informan adalah  orang yang
memberi informasi, dia adalah polisi.43
Lanjut Bripka Fitriyadi juga ketika diwawancarai mengatakan bahwa
beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini
reserse mungkin belumlah efektif sebab masih maraknya terjadi kasus
pencurian motor “curanmor” di Kabupaten Gowa tapi kami sebagai pihak
kepolisian sangat berusaha agar tindak pidana pencurian motor yang terjadi di
Kabupaten Gowa ini bisa teratasi dan dapat diungkap semuanya.
Selain itu, Bripka Fitriyadi juga mengatakan bahwa selain pihak
kepolisian yang berusaha mengungkap kasus pencurian motor “curanmor’ di
Kabupaten Goowa maka sangat diperlukan juga partisipasi masyarakat dalam
membantu pihak Kepolisian dalam mmengungkap dan menangani kasus
pencurian motor “curanmor di Kabupaten Gowa ini.44
2. Kendala yang Dihadapi Kepolisian dalam Menangani kasus
pencurian Motor Di Kabupaten Gowa
Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam
menangani kasus pencurian motor di kabupaten Gowa ini antara lain:
43Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Cetakan Ke-IV;
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 535.
44 Wawancara langsung dengan Bripka Fitriyadi selaku Penyidik Pembantu Kunit Resmob
Pada Tanggal 03 Februari 2016 Pukul 11:30 Wita.
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a. Kurangnya informasi dari masyarakat atau masyarakat yang
kurang tanggap melapor 1X24 Jam ketika terjadi tindak pidana
pencurian motor “curanmor” sehingga biasanya kendaraan motor
yang dicuri tersebut sudah jauh dari jangkaun sehingga
menyulitkan pihak kepolisian dalam hal ini reserse dalam
mengungkap kasus pencurian motor “curanmor” tersebut. Dan
akhirnya laporan dari masyarakat tersebut sulit untuk
dikembangkan dan diselidiki oleh pihak kepolisian dalam hal ini
reserse.walaupun dalam hal ini, sebenarnya kepolisian sangatlah
bertanggung jawab dalam mencegah dan mengungkap tindak
pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat seperti tindak
pidana pencurian motor “curanmor” dan kurangnya juga sarana
dan prasarana yang akan menunjang kinerja pihak kepolisian
dalam mengungkapdan menangani tindak pidana pencurian motor
“curanmor” tersbut yang terjadi di Kabupaten Gowa. Untuk itu
dalam menangani dan mengungkap secara tuntas tindak pidana
pencurian motor yang terjadi di Kabupaten Gowa ini makak
sangat diperlukan juga peran masyarakat dalam membantu pihak
Kepolisian.
b. Barang hasil curian (motor) biasanya tidak dijual secara utuh oleh
pelaku. Sehingga sangat menyulitkan pihak kepolisian dalam
mendeteksi kendaran motor hasil curian tersebut. Sebab pada
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zaman sekarang ini para pelaku pencurian motor tersebut sudah
sangat pintar dalam mengelabuhi pihak kepolisian.
c. Jaringan pelaku pencurian motor “curanmor” yang sudah sangat
luas sehingga sulit bagi para pihak kepolisian untuk mengungkap
kasus pencurian motor yang terjadi di Kabupaten Gowa. Sebab
sekarang pelaku pencurian motor tindak hanya satu orang tapi
biasanya pelaku pencuriann motor ini sudah melibatkan banyak
orang yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana
pencurian motor di Kabupaten Gowa ini.45
Berdasarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitiannya di
POLRES GOWA, maka jumlah keseluruhan kasus pencurian motor
“curanmor” di Kabupaten Gowa dari bulan Januari sampai dengan bulan
Desember 2015 berjumlah 277 kasus yang dilaporkan ke Polres Gowa dan
dari 277 kasus pencurian motor “curanmor” di Kabupaten Gowa yang terjadi,
yang berhasil diungkap oleh Aparat kepolisian dalam hal ini reserse hanya
sebagian kecil yaitu hanya 39 kasus. Dan untuk lebih jelasnya penulis
memaparkan dalam bentuk tabel dibawah ini:
TABEL DATA PENCURIAN MOTOR DARI BULAN JANUARI S/D BULAN
DESEMBER
45Wawancara langsung dengan Bripka Fitriyadi selaku Penyidik Pembantu Kunit Resmob
Pada Tanggal 03 Februari 2016 Pukul 11:30 Wita.
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BULAN JUMLAH KASUS YANG
DI LAPORKAN
JUMLAH KASUS YANG
SELESAI DI UNGKAP
Januari 31 1
Februari 21 4
Maret 19 2
April 20 2
Mei 16 1
Juni 26 3
Juli 29 5
Agustus 27 4
September 17 8
Oktober 24 1
November 17 8
Desember 30 0
Jumlah 277 39
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Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa kasus pencurian motor
“curanmor” di Tahun 2015 paling banyak terjadi pada bulan Januari yaitu ada 31
Kasus yang terlapor ke Polres Gowa dan yang paling sedikit terjadi kasus pencurian
motor “curanmor” yaitu pada bulan mei yaitu ada 16 kasus yang terlapor ke Polres
Gowa. Dan dapat kita lihat berdasarkan data pencurian motor “curanmor” di
Kabupaten Gowa pada tahun 2015 yaitu berjumlah 277 kasus yang terlapor ke Polres
Gowa dan yang berhasil diungkap oleh aparat kepolisian dalam hal ini reserse hanya
39 kasus. Untuk itu peran reserse sangatlah dibutuhkan secara maksimal dan lebih
serius lagi dalam penanganan dan pegungkapan kasus pencurian motor “curanmor”
yang terjadi di Kabupaten Gowa sehingga pencurian motor bisa teratasi dengan
tuntas karena tindak pidana sangat meresahkan masyarakat. Sebab warga masyarakat
rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat
menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi
tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisiannya, atau merupakan polisi
yang sudh berpengalaman. Pengharapan tersebut tertuju kepada polisi yang
mempunyai pangkat terendah sampai dengan yang tertinggi pangkatnya.46 Selain
peran reserse maka diperlukan juga peran masyarakat dalam membantu aparat
kepolisan dalam penanganan dan pengungkapan kasus pencurian motor “curanmor”
di Kabupaten Gowa ini sehingga Kabupaten Gowa bisa aman tanpa adanya lagi
kasus pencurian motor “curanmor” yang terjadi.
46 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, h. 47.
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C. Faktor Pendukung dan penghambat dalam Penanganan Kasus
Pencurian Motor “Curanmor” di Kabupaten Gowa
1. Faktor Pendukung dalam Penanganan Kasus Pencurian motor
“curanmor” di Kabupaten Gowa
Faktor-faktor yang mendukung aparat kepolisian (reserse) dalam
penanganan dan pengungkapan kasus pencurian motor “curanmor “ di
Kabupaten Gowa yaitu:
a. Adanya partisipasi dari beberapa pihak seperti masyarakat yang
bekerja sama dengan aparat kepolisian dalam penanganan dan
pengungkapan kasus pencurian motor “curanmor” di Kabupaten
Gowa, sebab masyarakat dan kepolisian tidak bisa dipisahkan
karena ada ketergantungan oleh masyarakat.
b. Adanya partisipasi dan bantuan dari pihak polsek sehingga
memudahkan aparat kepolisian dalam hal ini reserse dalam
menangani dan mengungkap kasus pencurian motor di Kabupaten
Gowa ini.47
2. Faktor Penghambat dalam Penanganan Kasus Pencurian motor
“curanmor” di Kabupaten Gowa
47Wawancara langsung dengan Bripka Fitriyadi selaku Penyidik Pembantu Kunit Resmob
Pada Tanggal 03 Februari 2016 Pukul 11:30 Wita.
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Faktor-faktor yang menghambat aparat kepolisian (reserse) dalam
penanganan dan pengungkapan kasus pencurian motor “curanmor “ di
Kabupaten Gowa yaitu:
a. Kurangnya informasi dari masyarakat, ketika masyarakat  mengalami
sebuah kasus seperti kasus pencurian motor “curanmor” maka
kebanyakan masyarakat tidak langsung tanggap pergi melapor ke
pihak yang berwenang dalam hal ini kepolisian.
b. Barang curian yang dicuri pelaku dalam hal ini sepeda motor sudah
tidak sesuai aslinya karena telah diganti-ganti sehingga sulit bagi
aparat kepolisian dalam hal ini reserse untuk mengungkap sebuah
kasus.
c. Tidak diketahuinya identitas pelaku, identitas pelaku yang tidak
diketahui itu sangat menyulitkan pihak Kepolisian (reserse) untuk
mengungkap kasus pencurian motor “curanmor” tersebut.
d. Jumlah Personil aparat Kepolisian dalam hal ini reserse yang kurang
memadai.48
48 Wawancara langsung dengan Bripka Fitriyadi selaku Penyidik Pembantu Kunit Resmob
Pada Tanggal 03 Februari 2016 Pukul 11:30 Wita.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari uraian yang telah dikemukakan di dalam pembahasan tentang
Penanganan Reserse dalam Kepolisian untuk mengungkap kasus Pencurian
Motor “Curanmor” Di Kabupaten Gowa maka Penulis dapat membuat
kesimpulan sebagai berikut:
1. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengungkap dan menangani kasus
pencurian motor “curanmor” yang terjadi di Kabupaten Gowa antara lain
dengan melakukan Upaya preventif (pencegahan)  dan Upaya Represif.
Upaya-upaya tersebut antara lain: Melaksanakan Patroli-Patroli,
Melakukan Pemeriksaan Penertiban Kelengkapan Kendaraan Bermotor
(Sweeping), dan Memperbanyak informan.
2. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam Menangani Kasus Pencurian
Motor Di Kabupaten Gowa antara lain: Kurangnya informasi dari
masyarakat atau masyarakat yang kurang tanggap melapor 1X24 Jam
ketika terjadi tindak pidana pencurian motor “curanmor”, Barang hasil
curian (motor) biasanya tidak dijual secara utuh oleh pelaku, dan Jaringan
pelaku pencurian motor “curanmor” yang sudah sangat luas.
3. Faktor Pendukung dan penghambat dalam Penanganan Kasus Pencurian
Motor “Curanmor” di Kabupaten Gowa
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a. Faktor Pendukung dalam Penanganan Kasus Pencurian motor
“curanmor” di Kabupaten Gowa antara lain: Adanya partisipasi dari
beberapa pihak seperti masyarakat yang bekerja sama dengan aparat
kepolisian dan Adanya partisipasi dan bantuan dari pihak polsek
b. Faktor Penghambat dalam Penanganan Kasus Pencurian motor
“curanmor” di Kabupaten Gowa antara lain: : Kurangnya informasi
dari masyarakat, Barang curian yang dicuri pelaku dalam hal ini
sepeda motor sudah tidak sesuai aslinya, dan tidak diketahuinya
identitas pelaku serta Jumlah Personil aparat Kepolisian dalam hal ini
reserse yang kurang memadai
B. Implikasi Penelitian
1. Perlu ada perhatian dan penanganan terhadap kasus pencurian motor
“curanmor” yang terjadi secara lebih serius, komprehensif, terencana
dan terpadu dari semua lembaga pemerintahan khususnya bagi aparat
kepolisian dan juga perlu adanya penjatuhan sanksi yang lebih berat
terhadap pelaku pencurian motor “curanmor” di Kabupaten Gowa
sehingga ada efek jera khususnya bagi residivis dalam kasus
pencurian motor “curanmor” sehingga pelaku bisa berpikir berulang
kali ketika ingin melakukan kejahatan.
2. Peran kepolisian dalam hal ini reserse sebagai mitra masyarakat dalam
konteks penanganan dan pengungkapan serta pencegahan dan
pemberantasan tindak pidana pencurian motor “curanmor” harus
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senantiasa ditingkatkan dengan program-program yang langsung
terjun ke dalam masyarakat.
3. Perlu ada peningkatan kewaspadaan dan pengamanan dari setiap
pemilik atau pengguna kendaraan bermotor, misalnya dengan tidak
memarkir kendaraannya disembarangan tempat yang memang rawan
terjadi tindak pidana pencurian motor “curanmor”  dan pastikan
bahwa kendaraan dalam keadaan terkunci pada saat terparkir.
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